
---- 
5. Peraturan ... 

4. 

3. 

2. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat ll Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Petnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

I 
d nesia TahUJ\ 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran :: ;,.a Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ';.i, diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

~ danl Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

1 
~ caia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

:;; Rcpublik Indonesia 5679); 

l Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 
4 7 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Kewenangan Dcsa Berdasa.rkan Hale Asal Usu! dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa; 

Menimbang 

TENTANG 

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

BUPATI SINTANG 
PROVINS I KALIMANT AN BARA T 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR SB TAHUN 2017 

·~. fl.''lfl,Jl 

,, 



1. Pcmerintah ... 

Menetapkan 

MEMl)T\)SKAN: 

PERA'l'\JRAN BUPATI TEN1'ANO KEWENANOAN DESA 
BEROASAJU(/J'f H,\K ASAL USUL DAN KEWENANOAN 
LOKAL 5,:RSKALA DESA. 

BAB I 
)(ETEN'f'UAN UMUM 

Pasal 1 
Delam Pet"atutall eu,,_d lni yang d!Jnaksud dengan: 

10. 

5. Peraturan Pem . 
Peraturan Pelak eruttah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
2014 tentan sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
Indonesia g Desa (Lembaran Negara Republik 
Lernb Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
55391~ _Negara Republik Indonesia Nomor 

.se agaimana telah diubah dengan Peraturan 
:menntah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pcrubahan 
t tas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

6entang 
Peraturan Pelalcsanaan Undang-undang Nomor 

Tah:'111 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bcrsumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pcdoman Perobangunan Desa (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Desa, PembangUnan Daerah 
Tetinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewcnangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1581; 

9. Peratutan Menteri Dalam Negcri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Dcsa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor l 037); 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 
2006 tentanS Pcngaturan Kewenangan Desa di 
Kabupaten SiJltang (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn 
SintanS Nomor 13 Tambahan Lcmbaran Daerah Nomor 

121; 

, 

' 



I. Pcmerintah Daerah adalah . . 
Pcmerintahan Daerah Bupati sebagai unsur penyclenggara 
pemerintahan yang menjadi ykang memimpin pelaksanaan urusan 

2 Desa adalah k CWCnangan daerah otonom. 
. esatuan masyarakat h ku . . . . 

yang berwenang untuk u m yang memitiki betas wilayah 
kepentingan masyaraka~engarur dan mengurus urusan pemerintahan, 
hak asal usul d . setempat berdasarkan prakarsa masya.raltat, 
dalam siste , ~I atau hale tradisional yang diakui dan dihormati 

m pcmenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Kewenangan Desa adalah kewcn . . . . . . 

kewenangan di bid angan yang dimiliki Desa rneliputi 1 • ang penyclcnggaraan Pcmerintahan Desa 
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pcmbinaan Kemasya.raltatan Oesa: 
dan Pcmberdayl\an Masyl\rakat Desa bcrdasarkan prakarsa masyarakat, 
hale asal usu! dan adai istiadat Desa. 

4 · Kewenangan berdasarkan hale asal usul adalah hale yang mcrupakan 
wansan ya~g masih hidup dan prakarsa Oesa atau prakaraa masyarakat 
Desa sesuai dengan perkembangan kchidupan masyarakat. 

5. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kcwenangan untuk mcngarur 
dan mengurus kepcntingan masyarakat Dcsa yang telah dijalankan olch 
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Dcsa atau yang muncuJ 
karcna perkcmbangan Dcsa dan prakasa masyarakat Desa. 

6. Pcmbangunan Desa odalah upaya pcningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kcsejahtcraan masyarakat Desa. 

7. Pcmberdayoan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kcmandirian dan kesejahteraan masyarakat dcngan meningkatkan 
pengctahuan, sikap, keterampilan, perilaku. kcmampuan, kesadaran, 
aerta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kcbijakan, 
program, kcgiatan, dan pcndampingan yang sesua.i dcngan esensi 
maselah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

8. Pcmerintahan Dcsa adalah pcnyelengga.raan urusan pcmcrintahan dan 
kepentingan masyarakat seternpat dalam sistem pcmerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah kcpala Dcsa atau yang dlsebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyclcnggara Pemcrintahan 
Deas. 

10. Badan Pcnnusyawaratan Desa, yangselanjumya d.isingkat BPD ad.ala.h 
Jemti.p yang mclak&anokan fungS1 pcmcnntahan yang .~tanya 
merupalcan wakil dari pendud~ Dcaa bcrdasarkan kctcrwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demolaaUS. 

11. M awarah Dcsa aiau Y&l18 disebut dengan nama I~ adalah 
uay warah antara Badan Pcrrnusyawnratan Desa, Pcmenntah Desa. 

'.!'_~sya masyarakat yang diselcnggaralcan olch Badan 
....,, un•ur · -i.. · hal be " · Permusya.waratan Desa untuk rncny~,,......u yang rsuat a.t:rategi.s. 

eaha Milil< Oesa selanjutnya disebut BUM Ocsa, adalab b&dan 
12. Bedan V ruh aUl~ sebegian bcsar modalnya dimililcl oleh Dcsa 

uaaha _Yan& eelu __. 1angsung yang berasal dari kckayaan Desa 
melal~ ~na menaclola aset, jasa pelayanan, clan use.ha lainnya 
yang dipi -. ya kcsejahtcn1an masyarakat Dess. 
untuk aebceer- -·· 

13. Pcraturan Oeaa adalah pe1 r;:'n::"~an~':~ l~te~:: 
olch Kcpala Dellll setc a 
Permu8)'awaratllJ\ Desa- 

tan dan setan.i• DeM, selanjutnya dixbut APB~. 
14. Anepran ~I* w,unon Pcmerintahan Deaa. 

adaJah n;r,can& ~ BAB D ... 

' 



d, Pembcrdayaan ... 

hal< all&l usul Desa dalam pengembangan peran 
Kewenaopn berdaa&J"kllll;maoa cfunAl'sud dalam Pasal 2 buruf e, meliputi: 
masyarakat Oesa .ebegP ,,yatakat oesa dalam musyawarab Desa; 
a. mengiku~ ~ gotoog royong masyarak.at Desa; dao 
b. ~ .-:faYS Jllllsyv.rakal Desa; 
c.~ aAB Ill 

- .. , I,OJ(AL BERSKALA OESA 
l{E',VENAN""'. 

pasal 8 

~ o,eliputi bidang: 

~tokal~ 
L pemerintaban [)e9a, 
b. peal~ l)c:9&: • (I.an 
c. ~c.nl)e .. , 

Pasal 6 

Kewcnan berdasarkan hal< asal usul Desa dalam pengelolaan tanah Desa 
atau tan:i1 hak milJk Oesa sebagaitJuUla dimaksud dalaln Pasal 2 huruf d, 

meliputi: hak milik oesa; 
a. penetapllll tanah tanah bak IJlilik Oesa; dan 
d. rencanAl pe~ iJil<. 0esa 
b. pemanfaatan tanah bale. m · 

Pasal 7 

Pasal s 
Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam pengelolaan tanah leas 
Oeaa 11ebagaimana diroaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi: 
a. penetapan tanah kas Desa; 
b. rencana penggunaan tanah kas Oesa; dan 
c. pemanfaatan tanah kas Oesa. 

Pasal 4 

Kewenangan berdasarkan hak asal usu! Oesa dalam pembinaan 
kelerobagaan masyarakat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf b, 
meliputi pembinaan kepada kelompok masyarakat yang merupakan warisan 
yang masih h.idup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyara.kat Desa, 

Pasal 3 
Kewenangan bcrdasarkan hak asal usu! Desa dalam sistem organisasi 
masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: 
a. penataan organisasi masyarakat adat: dan ' 
b. pembinaan organisasi masyarakat ad~t. 

KEWENANGAN B BAB II 
ERDASARJ<AN HAK ASAL USUL 

Pasal 2 
Kewenangan bcrdasarkan hak. 
a. sistem organisasi masyarakaasaldusuJ Dcsa meliputi: 
b bi ta at; . pem maan kelembagaan masya.raka . 
c. pengelolaan tanah kas Desa· t; 
d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa: dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. • 

fl 1110 I~ 

1 



loal bcrskala Dcsa di bidang sarana d~ pra~ Dcae 
Kewenanpn dim&kaud dalam Pua! JO huruf b, antara lain mclipuic 
aebepjmana dan pcmelibllf1l80 kantor dan b&lat DcM; a. pcmtJ.ncunan 

b. Pctnbolngunan .. , 

~ lokal bcrskala Dcsa di bideng ~-anan da.sar Kbep,mana 
dimauud daJam Pasal JO huruf a, antara lain melipuu: 
a. pcngcmbangan pos kckhatan Dtsa dan Pl>lind«; 
b. pcngclolaan dan pem.b~ Posyan.du mdalui: 

1. gerakan hidup bcrsib den ,chal, 
2 . >-n-n ba.n; dan . perum-...-· ,. . . 
3 g,eraJcen aehat untuk ianJUl USIA. 

· bin&u1 dan pcngawaaan upeya kc~batan 1rad1sion&1., ~: =.,.ta~ den pcncep.han pcnyalahgunaan narkotika dan zat adikti( 

di DcN; be'•'· dan """-· • buda . e, pcnpdten dan pcngelolaan sanggar -,-r -._.... sem va; 
f. pcngdolaan pcrpustalcaan Dcdasa "delanomtamank k beceanlo pok; ~a•ar di ....._ __ 
g. fa•ilitasi den motivasi terba P"' po - e m ' ""'-· 

Pet!Al 12 

Pasal 10 

Kcwmangan lokal bcrskaJa txsa di bidang pcmbangunan ~ ~~ 
dirn•ksud dalam PasaJ 8 huruf b, antara lain mchpuo 
a. pclayanan dasar Ocsa; 
b. earana dan prasarana ~; 
c. pcngcmbang,an ckonorni lolcal Ocsa: dan 
d. pcm.enfaatan sumbcrdaya alaJn dan hnglcungan Desa 

Pasal 11 

n '1,l is d, pcmberda)'aan masyaraiau Dcsa. 

Pa"-19 
Kcwcnangan lokaJ ~kaia Dcsa 
<WllJlbud dalam Pasa1 s hurur c1, bidang pcmcrintahan Desa S<"bagauna,,4 
a. pcngcmbangan sistcm adm ~ an!a:8 la.in mcliputi 
b. pengcmbangan tata ru ~strasi dan mformasi Desa, 

d ang =sa ciao l'CtA 30SiaJ ~ 
de. pcndaataan clan J)Cngklesi6Jc:asian t"""- ........ ,...__-_ 

. pen taan pcndudul( Yllng bckc . ---a- .. ,..--. 
pcrtanian; 'JA pada sclttor P<"rt4lUan c:14n aektor non 

e, J)CnCtapan Organisas.i Pcmcrintah Cesa: 
r. pcmbcntukan Ba.clan Pennusya111.14n Dcsa· 
g, pcnctapan J)Crangkat Desa: . 
h. penctapan BUM Cesa; ' 
i, pcnctapan APBDcsa; 
J· pcnctapan pcratuzan Dcsa; 
k. penetapan kerja sama antar-Dt-sa· 
I. pcren~. pcmbangunan 0csa;' 
m. pcmbcrian lZIO pcnggunaan gcdung pertemuan atau balai Desa: n. penda taan potens,i Desa.: 
o. pcmberian izin hak pcngclolaan atas tanah Desa: 
p. pcngclolaan arsip Desa; dan 
q. penctapan pos kcamanan dan pos kcsinps,agaan lamnya sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi sosial lll&S)'Valalt ~ 

• 



lcAla pesa bidang pemberdayaan masyarakat 
Kewe~ ~kaJ ~~an, PasaJ 8 huruf d, antara Iain meliputi: 
aebagaim&Dll dunaJ<SU 1o)c.QI; 
a. pengcm~ eenl ~~ pembentulcan dan fasilitasi lembega 
b. ~lldlA" 1cmt>aP adat; 

keniuyarakntan ~-1oropok JD&syarakat melalui: 
c. fuilitui kclomp<>k·- 

1. kelompok CAJ)i; 2 Ke! k . ompo ... 

Pasal 15 

Kewenanglll'l Jolcai berskala Dsalesa8 hdi fbldang ke1~asyarakli a~ Desa 
sebagaimana dimaksud ctalam Pa . uru c, antara am me P':1ti: 

bi k --anan keterllban dan ketenteraman wilayah dan 
a. mem ma e-· , 

masyarakat Desa; --"- . . ).cunan we.rga roaSY"""-""'t Desa; 
b. memb~ha keru -~--a, .. n menangani konflik dan melalrukan mediasi di 
c. memeli ara pelUA'•--• 

Dess.; d~ d engemban~1r .. n gotong royong masyarakat Desa. 
d. melestanlcan an m ..,-· 

Kewen~gan lo~al berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa 
sebagannana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, antara lain meliputi: 
a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 
c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 
d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 
e, pembangunan dan pengelolaan kerambajaring apung dan bagan ikan; 
f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan 

cadangan pangan Desa; 
g. pengembangan benih lokal; 
h. pengembangan ternak secara kolektif; 
i. pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 
k, pengcmbangan wisata Oesa di Iuar rencana induk pengembangan 

pariwisata Daerah; . . 
I. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertaman dan 

perikanan: dan . . m. pengembangaJl sistem usaha produks1 pertaruan yang bertUmpu pada 
sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 

Pasal 14 

Pasal 13 

b. pembangunan dan pemeliharaan . 
c. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa; . 
d. pembangunan dan pemelih Jalan usaha tam; 
e. pembangunan dan pemelih:8an embun~ Desa; 
I, pengelolaan pemakam O aan rumah ibadah; an esa dan petil 
g. pembangunan dan pemeliharaan · . a~~1, 
n. pem=gunan ddan pengelolaan ai;::::;: ~~~!~~sa· 
1. pemb gunan an pemeliharaan irigasi tersier: ' 
j pem angunan dan pe lih ' · me araan lapangan Desa· 
k. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; • 
I pembangunan d lih ' · budida rikanan peme araan serta pengelolaan saluran untuk 

"ya pe an; dan 
rn. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 

• 



BABV ... 

Selain ltewcnangan bcrdasarkan hak asal usuJ dan kewcnangan lokal 
benkala Dcsa yang ditctapkan dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah 
Daerah dape.t menambah daft.at kewenangan berdasarkan hale asal usu! dan 
ltewenangan Jokal bcrakala Desa lainnY8 sesuai dengan situasi, kondisi dan 

kebutuhan Desa. Pasal 19 

Ill Kcpala Dcaa l)crsamA-earna BPD dapat menambah jenis kewenangan 
bcrda kan bak ual usuJ dan kewenangan lokal berskala Deea la.innya 
scsuai -:-enean pra)carea masyarakat. kebutuhan dan kondisi lokal Dcsa. 

(2) Pcnambahan Jeni• kewcnan&an 1;>crdasarkan . hak asal usuJ dan 
kewenangan lokal bcrSkala Desa lainnya sebagaimana dilnaluud pada 
ayat {l) ditetapkan denpl\ Pcraturan Desa dengan berpcdoman pada 
peraturan perunctang·undan8111'· 

Pasal 18 

Pasal 17 

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa yang telah dipilih berdasarkan musyawarah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(2) Peraturan Dcea sebagaimana dimaksud pada ayat (!) mcnjadi dasar bagj 
kcbijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang 
penyclenggaraan Pemerintahan Oesa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pcmberdayaan Masyarakat Desa. 

Pasal 16 

Kepala Desa bersama-sama BPO dengan melibatkan masyarakat Desa 
melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal 
usu! dan kewenangan lokal berskala Oesa dari jenis yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa. 

BABIV 
PENETAPAN KEWENANGAN DESA • 

kader 

mi skin, 

f'l ·11\0 ~? 
2. kelompok nelayan; 
3. kelompok seni budaya· dan 
4. kelompok masyarakat'l . . 

d pe be . atnd1Dc 
. ~- n.an santunan sosiaJ k sa. 

e. fasilitasi terhadap kelom ~ada keluarga fakir miskin; 
perernpuan, masyarakat ad rcntan, kelompok masyarakat 

f pc . . at, dan difabel· · ngorgarusas1an melal · , 
pembangunan dan pembe: pembentukan dan fasilitasi 

g. pendayagunaan teknologi te ayaan masyarakat; 
h, peningkatan kapasitas mas:a:a; dan . 

1. kader pemberdayaan t melalui: 
2. kelompok usaha k ma~a.ralcat Desa; e ononu Produktif· 
3. kelompok perempuan· • 
4. kelompok tani; ' 
5. kelompok masyarakat miskin· 
6. kelompok nelayan; ' 
7. kelompok pengrajin; 
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
9. kelompok pemuda; dan 
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa, 



' I 

I 
I 

BAB Vil ... 

Oaft.ar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud 
da)am Pasal 2 dan Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Paaal 8 tercanturo dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpieahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 22 

BAB VJ 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersarna 
antara pemerintah Desa dengan masyarakat Oesa. 

(1) Desa be~enang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian 
umum, w1~ta desa, pa:iar Desa, tambatan perahu, karamba Hean, 
pelelangan i.kan, dan lam-lain. 

Pasal 21 

(1) Desa dilarang melakukan . 
diberikan kepada masyar~~t1lan atas jasa layanan administrasi yang esa. 

(2) Jasa layanan administrasi b . . a. surat pengantar; se agai.rnana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 
b. surat rekomendasi; dan 
c. surat keterangan. 

Pasa1 20 

BABv 
PUNGU'tAN DESA 

t 
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YOSEPHA HASNAH 

H KAB U PATEN SINTANO TAHUN 2017 NOMOR 59 
SERITA DAERA ' 

Oiundang)<.an di Sintung 
pada tanggal 21 A3u11W 2011 

SEKR.ETARJS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

~ ~JAROT WINARNO 

2017 
Ditet.apkun di Sintang 
pada tanggal tf A 3ustuJ 

BUPATI SINTAN ', 

Pa,.al 23 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
supati ini dengan pcnempatannya dalam Berit.a Oaerah Kabupaten Sintang. 

BAii VII 
KETENTUAN PENUTUP 

' 
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